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PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan reformasi dibidang hukum di
Daerah. perlu adanya penataan terhadap Peraturan Daerah yang
tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak sesuai dengan

Mengingat

PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2004
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2001
TENTANG RETRIBUSI JASA ATAS PEKERJAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT.

Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi ;

b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi
Jasa Atas Pekerjaan dalam pelaksanaannya ternyata bertentangan
dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1977 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang

Retribusi Jasa Atas Pekerjaan.

1. Undang-undang Nomor 64 tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Ritribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000

Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);




10.

. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60. Tambahar
Lembaran Negara Nomor 3839),

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3848);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun
1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan .
dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3930); ‘

. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi

Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4139);,

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tekmk
Penyusunan  Peraturan  Perundang-undangan dan  Bentuk
Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan
Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 70);

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4330).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 7 TAHUN
2001 TENTANG RETRIBUSI JASA ATAS PEKERJAAN.
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Pasal 1

Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2001
:entang Retribusi Jasa Atas Pekerjaan (Lembaran Daerah Tahun 2001
Nomor 59) dinvatakan dicabut

Pasal 2
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Disahkan di Mataram.
pada tanggal 10 Maret 2004.




